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Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung
jawaban atas pelal<sanaarr tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
selama Tahun 2022 dan sebagai pengukuran kinerja dan
evaluasi serta hasil analisisterhadap pencapaian target dalarn
indikator kiner;'a Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi LKIP Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang
ditetapkan oleh inspektorat pada tahun 2o23 yattu 79,80

dengan kategori BB, mengalami peningkatan bila
dibandingkan tahun 2022 yattu 79,O3

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daeratr
(RPD) Kota Cirnahi Tahun 2023-2026, Dinas Kesehatan
mendukung Misi 1 Kota Cimahi yaitu MeaingkatLan
I(rralitas Surnber Daya Manusla yarrg Berkepribadian,
BeraLhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul dan Misi 2
yaitu Meningkatkan tata Lelola pemerintahaa. Sasaran
strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya Kualitas dan
lnovasi Pelayanan Publik dan Meningkatnya aksesibilitas dan
kualitas kesehatan yang dijabarkan dengan rnasing-masing
indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi dan Indeks Keluarga Sehat (IKS).

Indeks Kesehatan tahun 2023 adalah 84,31 kondisi ini
telalr rnelebihi target Renstra yattu 83,42. Capaian kinerja
indeks kesehatan tahun 2O23 sebesar 1OI,O7o/o dengan kriteria
penilaian sangat tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota
Cimahi Tahun 2023 adalah al,26 A-.

Capaian indikator sasaran/ indikator kineq'a utama
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tal.un 2023
menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi, Indikator
kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebesar 132,690/" dan
indikator Indeks Keluarga Setrat sebesar l32,l4o/o.

Capaian kinerja ker.rangan berdasarkan Anggaran
Perubahan Kota Cimahi Tal.un Anggaran 2023, Total Anggaran
Belanja Dinas Kesehatan Kota Cirnatri adalal. sebesar Rp.

156.351.a59.2A9,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.

133.36 1.464.725,- (85,3O %).
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A. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk
pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi
selarna Tahun 2O23, disamping merupakan pelaksarlaan
arnanat perattrran perundang-undangan yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2Ol4 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintal., serta
Peraturan Menteri Pendayagr' naan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk
Teknis Perj anjian Ifinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada

setiap akhir tahun €rngga.ran bagi setiap instansi untuk
mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian

target kinerja ini dilakukan dengan mernbandingkan antara
target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk
pertanggungiawaban keberhasilan dan kegagalan dari
pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota
Cirnahi Tahun 2023-2026, Indikator sasaran Dinas
Kesehatan Kota Cimahi yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

dan Indeks Keluarga Sehat .

BAB I
PENDAHULUAN

I



B. Dasar Hukum

Dasar hukum penJrusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan
Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OO1 tentang Pembentukan
Kota Cirnatri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO1 Nomor 89, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara

Republiklndonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahr.rn 2OO8 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelanggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2O1O tentang Pedoman pen5rusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagrrnaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perj anjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Cirnatri Nornor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi No 6 Tatrun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Cimahi;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2O11 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panj ang Daerah (RPJPD) Kota



Cirnahi Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kota Cirnahi
Tahun 2011 nomor 134);

8. Peratrrran Wali Kota Cimahi Nomor L2 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota

Cimahi tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi
Nomor 659 Tahun 2022);

9. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023
Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi
Nomor 13 Tahun 2022 Tentartg Rencana Kerja Pemerintah

Daeralr Kota Cimal.i Tahun 2023 (Benta Daerah Kota

Cimahi Nomor 727 Tahun 2023).

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unst.lr pelaksana

IJrusan Pemerintatran di Bidang Kesehatan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Dinas
Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di

bidangkesehatan;
b. PelaksanaankebijakanrlrLlsan Pemerintal.an di

bidangkesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lrrusan

Pemerintahan di bidang kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota
terkait dengarr tugas dan fungsinya.

2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi
Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana

disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Kota Cirnahi
memiliki srlsllnan organisasi sebagai berikut :



a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, mernbawahi :

- Strb Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- Sub Bagian Prograrn dan Informasi.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah
g. Kelornpok Jabatan F'ungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
KotaCimahi

G'arnbar 1. Struktur Organlsasi Dinas
Kesehatan

Dr. Mdyati, SK.p., Nars., M.Kei

dr. Ro.i M.rlidr, l,fr,|

Husein,S, 56., MM. grsl Yulianti, slo,L, lr,lAP.

dr. Roml Abdur.khman dr. M. Dwihadi lsnalinl drg. Seklq lmrnla

UEID
Pusk.3mas

Kd{npok
Jabrtan

Fung6loC

BIOA}IO PELAYANAX OAN SUTiSERD
XESEHATS
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Ttrgas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kota

Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris
Tugas Pokok dari sekretaris yaitu memimpin,
merencanakan, mengatur, rnengoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan operasional administrasi prograrn

dan informasi dan operasional administrasi keuangan,
kepegawaian dan urnurn,
F\rngsi :

a. Perencanaan operasional urusan Program dan Informasi
dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan
Urnum.

b. Pengelolaan llrusan Program dan Informasi dan urusarr
Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.

c. Pengoordinasian urllsan Program dan Informasi dan
urusan Prograrn Keuangan, Kepegawaian dan Umr.m.

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Program
dan Informasi dan umsan Prograrn Keuangan,
Kepegawaian dan lJmum.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

T\rgas Pokok yaitu Merencanakan operasional, rnengelola,

rnengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan perenc€rna€rn teknis kesehatan masyErrakat

dan pengendalian teknis kesetratan masyarakat.
Fungsi :

a. Perencana€rn operasional kegiatan Kesehatan Keluarga
dan Gizi, Prornosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keq'a dan Olah Raga.

b. Pengelolaan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi,
Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesetratan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan OIah Raga.

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan
Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan
Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga. 

5



d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pencegatran dan Pengendalian Penyakit

T\rgas Pokok yajtu merencanakan operasional, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan perencanaan teknis kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan pengendalian teknis kegiatan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Fungsi :

a. Perencanaan operasional kegiatan Pencegahan dan
Pengen dalian Penyakit.

b. Pengelolaan rlrusan Pengamatan Penyakit dan
Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan llrusan
Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

T\rgas Pokok yaitu rnerencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
rnelaporkan perencanaan teknis Pelayanan dan Sumber
Daya Kesehatan; dan pengendalian teknis Pelayanan dan
Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan
dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional bidang Pelayanan dan Sumber
Daya Kesehatan.

b. Pengelolaan rlrusan Pelayanan dan Pembiayaan
Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber
Daya Manusia Kesetratan, Mutu Pelayanan dan Sarana
Prasarama Kesehatan- 
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c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan

dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat
Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan,

Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
UPID pada Dinas Kesehatan adalah Puskesrnas,

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di
bawal: dan bertanggung j awab kepada Kepala Dinas serta

mempunyai tugas pokok meliputi upaya pengobatan,
pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan

lingkungan, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan
anak, melaksanakan ketatausahaan puskesmas.

Fungsi :

a. Perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat
b. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Dan Pengawasan

Mutu, Pelayanan Kepada sarana pelayanan dasar
swasta dan Puskesmas

c. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi Dan Pelaporan
Kepada Dinas Kesehatan.

D. Sumber Daya Manusla

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatal pada tahun 2023

adalah 5O8 orang, yang terdiri dari 379 orang ASN dan 129 Non

ASN Kontrak terseban di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota

Cimahi.

Berikut tabel ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kota Cirnahi
tahrrn 2023 :

7



Tabel 1. Jumlah Ketenagaan berdasarkan lfualifltasi Pendidikan
pada Dinas Kesehatan l(ota Ci".ahi Tahun 2ol2u

NO JENIS TENAGA 2o.23

1 S3 1

2 S2 28

3 Dokter umurn 45

4 Dokter Gigi 18

5 Dokter Spesialis 0

6 Sarl'ana Kesetra tan Masyarakat 20

7 Apoteker 76

8 Sarjana Lain 8

9 Sarl'ana Keperawatan 2

10 Sarjana Sosial 8

11 Sarjana Gizi (D4 GizI) 2

L2 D3 Keperawatan 59

13 D3 Gizi T2

L4 D3 Analis Kesehatan 11

15 D3 Kesehatan Lingkungan 10

16 D3 Kebidanan 47

L7 D3 Kesehatan Gigi 11

18 Akademi Lainnya 16

t9 D3 Rekam Medik l4
20 SMA sederajat 10

2l Kontrak/ Honorerf Tenaga Harian Lepas 115

22 Bidan Harian Lepas I4

23 Bidan PTT 5

24 Sarjana Farrnasi 9

25 D4 Kebidanan 3

26 D4 Analis Kesehatan 3

27 D4 Kesehatan Lingkungan 4

2A D4 Kesehatan Gigi 1

29 D3 F.armasi 16

JUMLAII 508

8



l-. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan
Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada tahun

2023, sebanyak 383 orang. Adapun jumlah PNS menurut
Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah Pllt8 Bedasarkan Gi,olongan Jabatanpada Dinas
I(esehatan l(ota Clmahi Tahun 2ol23

No Golongan Jabatan 2o23 o/o

1 Golongan IV 4l 10,82

2 Golongan III 27L 71,50
3 Golongan II 67 17,68
4 Golongan I o 0

JUMLAH 379 100

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Jtrmlah PNS

menurut golongan jabatara, jumlah paling sedikit terdapat
pada pegawai golongara IV sebesar 1o-,82 o/o dan jurnlah
terbanyak terdapat pada pegawai golongan III sebesar 71,50
oh. Sernentara pegawai golongan II sebesar L7,68 o/o. Perltr

dipertimbangkan pengembangan sumber daya aparatur dari
sisi peningkatan golongan jabatan pegawai, khususnya
pegawai golongan II, sehingga dengan peningkatan tersebut
diharapkan kapasitas pegawai juga akan meningkat.

2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Jurnlah PNS Dinas Kesehatan menrlrLrt tingkat

pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2ol23
Pada Dinas l(esehatan l(ota Clrrahi

No Golongan
Jabatan

2022 o/o

1 Strata 3/ Strata 2 35 9,35
2 Strata 1/

Diplorna IV
L49 39,31

3 Diploma III 177 46,70
4 SLTA sederajat 15 3,96

JUIl[LAII 376 1()0

9



Berdasarkan Tabel, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan
Diploma adalah jumlah terbanyak yaitu sebesar 46,700/0,

jtrmlah PNS dengan tingkat pendidikan Sarjana/Diplorna IV

sebesar 39,3[o/o, tingkat pendidikan S3/S2 sebesar 9,23o/o.

Sementara PNS yang paling sedikit dengan tingkat pendidikan
SLTA sederajat sebesar 3,960/o. Dari sisi tingkat pendidikan
sudah cukup baik, narnun perlu ditingkatkan ke jenjang 51,

52 atamprf,n 53 untuk pengembangan kapasitas sumber daya

aparatur.

3. Jumlah Ketenagaan Di Puskesmas

Ketenagaan di Puskesmas diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2Ol9 tentang Puskesmas.

Garnbaran ketersediaan Ketenagaan sebagai berikut :

Tabel 4. I(etenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan)
di Kota Citnahi Tahun 2o.23

Berdasarkan tabel terlihat bahawa ketenagaan di Puskesmas

secara keselurtrhan sudah memadai untuk beberapa jenis

narnnn masih terdapat kesenjangan tenaga pekar5ra (-3) orang.

No Jeuls Tenaga

Staadar
Permenkes
No.43 Th

2(J19

Standar
I(etenagaaa

dl 13
hrskesmas

Ketenagaa
ndl 13

Prrskesmas

Kesenj
angan
l+l -l

Tenaga l(esehatan
1 Dokter dan/atam dokter

layanan primer
1 13 46 33

2 Dokter gigi I 13 l7 4
3 Perawat 5 65 66 1

4 Bidan 4 s2 84 32
5 Tenaga Promosi

Kesehatan
dan Ikmr Perilaku

2 26 26 o

6 Tenaga Sanitasi
Lingkungan

1 13 22 9

7 Nutrisionis 1 13 29 t6
8 Tenaga Apoteker

dan/atau Tenaga Teknis
Kefarmasian

1 13 29 t6

9 Ahli Teknologi
Laboratorium Medik

1 13 20 7

Tenaga Non Kesehatan
10 Tenaga Sistern Inforrnasi

Kesehatan
1 13 2a 15

11 Tenaga Administrasi
Keuangan

I 13 l4 1

t2 Tenaga Ketatausahaan 1 13 22 9

13 Pekarya 2 26 23 -3



E. Sarana Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan, menyatakan fasilitas
pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan / atanu tempat yang

digtrnakan untuk rnenyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan, baik prornotif, preventif, kuratif maupLrn

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pernerintah
daerah, dan/atan-r masyarakat. Jumlah sarana Kesehatan di
Kota Cimahi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Tabel t"l:ffif;Htan l(ota cirnahi

A Rurnah Sakit
1 Rurnal. Sakit lJrnurn 7

2 Rumah Sakit Khusus ( RSGMP
Uniani)

1

B Puskesmas

1 Puskesrnas PONED 3

2 Puskesmas 13

3 Puskesrnas Pernbantu 2

c Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
1 Laboratoriurn Kesehatan 3

2 Klinik Utama 10

3 Klinik Pratarna 45

4 Praktek Dokter rlrnrlrn perorangan t29
5 Praktek Dokter gigi perorangan 23

6 Praktek Dokter Spesialis perorangan 38

1l

No Fasilitas Pelayanan lleeehatan JumIah



F. Identifikasl Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana kerja 2023 Dinas Kesehatan

Kota Cimahi, menghadapi beberapa permasalahan yang
perlu mendapat perhatian, yaitu:
1. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola

Pernerintahan yang akuntabel
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah salah

satunya diukur dengan penilaian akuntabilitas kinerja
pemerintahan. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas
pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi masih memerlukan
pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran,
prograrn dan kegiatan agar lebih optimal.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan

anak Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

merupakan salal" satu indikator dera-jat kesehatan. Tren

Rasio Kematain Ibu dan rasio kematian Kota Cirnahi Tahun
2OLA-2O23 bergerak fluktuatif. Rasio kernatian ibu
rnenr-rnjukkan angka terlinggr pada tal.un 2021 dengan

196,Oa per IOO.OOO kelahiran hidup, sementara Rasio

kernatian bayi menunjukkan angka tertinggi padatahun 2023
yattu 7,48 per 1OOO Kelahiran Hidup.

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2O23

sebesar 59,83/ IOO.OOO Kelahiran Hidup (6 kasus), dan

Rasio Kematian Bayi sebesar 7,4a/IOOO Kelahiran
Hidup (75 kasus). Rasio kematian ibu dan Rasio

kematian bayi kota Cimahi masih dibawah target Nasional

berdasarkan Pedoman Indikator Program Kesetratan

Masyarakat Dalarn Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian
Kesehatan Tahun 2O2O-2O24, yang menetapkan target
Rasio Kematian ibu
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sebesar 194/ IOO.OOO KH dan target rasio kematian bayi
sebesar 17,6/IOOO Kelahiran Hidup pada Tahun 2023.

G'atrbar 2. Gf"aflt I(GEetla[ Ibu Berdasarkan Penyebab dan
fcnpat

Kematian lbu Berdasarkan Penyebab Kematian lbu Berdasarkan Tempata
I

\ r Rumah Sakit

r Dalam Perjalanan

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penyebab

kematian ibu terbanyak adalah hipertensi sebesar 5O7o,

perdarahan, infeksi, komplikasi non obstetric rnasing-masing
16,670/o.

Berdasarkan tempat kematian terbanyak adalah di
Rrrmah Sakit sebesar 66,670/o dan dalam perjalan sebesar

33,33o/o. Masih adanya kasus kematian ibu di rumah/dalam
perjalanan menunjukkan bal-wa tingkat pengetahuan dan
pemahaman masyarakat terhadap tanda bahaya pada ibu
hamil, ibu bersalin dan ibu nifas masih kurang, sehingga

terlambat dalam merujuk atam proses rujukan.
Penyebab tidak langsung kernatian ibu (Kondisi tiga

terlambat) masih terjadi yaitu terlambat pengarnbilan
keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat
sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan

tepat. Untuk itu, harus dibangun sistem rujukan yang kuat
antara puskesmas dan rumah sakit, termasuk peningkatan

kompetensi SDM pelayanan maternal perinatal. Penguatan
pr.rskesmas rnarnpu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Dasar) dan RS obstetri neonatal emergensi

komprehensif). Selain tetap melanjukan kegiatan audit
kematian maternal perinatal untuk mengetahui penyebab

l3
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kematian ibu dan bayr baru lahir dan merencanakan
intervensi sesuai penyebab masalah.

Upaya yang dilaksanakan untuk rnemrrunkan kematian
ibu, meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan
kualitas pelayanan Ante Natal Care sesuai standar dan
skrining kehamilan risiko tinggi. Meningkatkan pengetahuan
ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kehamilan,
persalinan, pengenalan tanda bahaya serta persiapan
persalinan dan pencegahan komplikasi melalui kelas ibu dan
Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan
Pencegahan Komplikasi).

Gambar 2. Gralik Keruatlatr Balrl BGrdasarkaa Penyebab datr TeDpat

Kematian bayi Berdesarkan Penyebab

le
\Jf_

' BBIR
infeksi
Pnemonia

r lain-lain

r Asfiksia
. Kelainan gawaan
, (ondisi perinatal

Kematian Bayi Berdasarkan Tempat

r Rumah Sakit
, Dalam Perialanan
, gelum diketahui

. Rumah

r Lainnya

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penyebab

kematian bayr terbanyak adalah BBLR sebesar 2O"/o,

sedangkan berdasarkan tempat kematian terbanyak adalah di
Rumah Sakit sebesar 8O7o.

Sebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, kematian bayi akibat

BBLR dapat disebabkan kurangnya asupan g4zi pada usia remaja, gizi

ibu saat hamil yang menyebakan Anemia, kurang energi kronis KEK.

Sebab lain adalah penyakit yang diderita ibu, serta kondisi penyakit

bayi. Jumlah ibu hamil KEK di Kota Cimahi tahtn 2023 sebesar 5,847o

(527 kasus). Kegiatan deteksi dini resiko pada ibu hamil diharapkan

dapat menemukan penyebab BBLR secara dini sehingga dapat

dilakukan intervensi secara optimal. Salah satu intervensi yang telah

dilakukan adalah dengan pemberian PMT pada ibu hamil KEK dan

anemia, kunjungan rumah dan konseling untuk ibu hamil beresiko.

Penyebab terbesar lain kematian bayi adalah asliksia sebesar
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22,670/o, perlu rarrgkaian tindakan yang dilakukan pada bayi sesuar

prosedur untuk mencegah te{adinya kematian bayi. Hal tersebut perlu

didukung dengan perbaikan sistem rujukan yang sistematis dan

terstruktur serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan

neonatal dan bayi.

3. Kej adian stunting
Angka Stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2023

sebesar 9,42o/o mentlrun sebesar O,28o/" dibandingkan tahun
berdasarkan pengr.rkuran EPPGBM 2022 yaitu 9,7o/o.

Sedangkan berdasarkan sebesar 16,40/" Angka ini masih
dibawah prevalensi nasional berdasarkan Survey Status Gizi

Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 21,60/o. Walaupun
demikian str.rnting perlu menjadi perhatian, karena Stunting
yang telah tejadi bila tidak ditangani dengan baik dapat
mengakibatkanmenurunnya pertumbr.rhan, lemahnya kognitif
dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit
degeneratif, dan menurunkan krralitas sumber daya

manusla.
Stunting adalah perrnasalahan gizi kronis yang

disebabkan oleh kurangnya asupan gizi daJarn rentang yarlg

cukup waktu larna, umumnya hal ini karena asupan makan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Faktor yang masih rnenjadi kendala dalam perbaikan

status gizi (stunting) balita diantaranya adalah penggunaan
jamban sehat, pemberian ASI eksklusif, kunjungan balita ke

Posyandu, dan perilaku merokok. intervensi pemberian Tablet
Tambah Darah (TTD) di sekolah.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk percepatan penurunan stunting

di Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah :

- Pemenuhan kebutuhan zat gyzi bagi ibu hamil dengan pemberian

PMT bagi Bumil KEK, dan suplementasi zat gizi (tablet zat besi

atau Fe)

- Penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif sampai umur 6

bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI

(MPASI}.

- Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu sebagai upaya

untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
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- Pemberian PMT pada Balita Stunting

- Pemberian Vit A pada Balita

- Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi

melalui pemeriksaan air masyarakat

- Pelayanan imunisasi pada bayi

- Pemberian TTD Rematri

- Intervensi nutrisi pada kelompok rawan gizi

- Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya

perilaku merokok

- Upaya peningkatan jumlah kelurahan ODF /Open Defecation

Free

4. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan
salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 dan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OlA.
Permendagri nomor
59 tahun 2O21. Selanjutnya Standar Teknis Pemenuhan SPM

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun
2O19 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.
Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tal-un 2O23

sebagai berikut: Pelayanan kesehatan ibu hamil 99,34o/o,

Pelayanan kesehatan ibu bersalin 9A,atyo, Pelayanan

kesehatan bayi baru lahir 1OO7o, Pelayanan kesehatan balita
lOOo/o, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
lOOo/o, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 99,L6o/o,

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut LOOo/o, Pelayanan
kesehatan penderita hipertensi 99,17 yo, Pelayanan kesehatan
penderita Diabetes Melitus lOOo/o, Pelayanan Kesehatan orang

dengan gangguan jiwa berat lOOo/o, Pelayanan kesehatan

orang terduga TB lOOo/o, Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh
manrrsia VIIVI l00o/o.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu
mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM
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rnenjadi indikator penilaian kinerj'a Kepala Daerah dalam

memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Perlu

Pemetaan kondisi awal SPM dan kemampuan daerah terkait
penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun
berjalan dan tahun berikutnya. Perhitungan rencana
pembiayaan kegiatan mendukung SPM dan mengintegrasikan
SPM tersebut ke dalam dokumen perenc€rnaan. Selain itu
dibutuhkan Dukungan dari pemegang kebijakan dan
keterlibatan dan keda sarna dengan berbagai pihak, seperti
rumah sakit, baik milik pemerintalr maupun swasta,
fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertarna maupun
rujukan, institusi pendidikan dan kesehatan, Dokter praktek
swasta, Bidan Praktek Mandiri, kader kesehatan serta
masyarakat.
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5. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk
menjamin akses pada upaya Kesehatan. Capaian UHC

Kota Cimahi sebesar 99,94Vo atau sebanyak 57O.485 jiwa.
Cakupan kesehatan semesta (Uniuersal Health

Couerage/UF{C) adalah kombinasi alltara kecukupan
fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Cakupan
kesehatan semesta rnenjamin seluruh masyarakat
mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan

kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
yang berkualitas dan efektif. Cakupan kesehatan sernesta

dinyatakan telah tercapai bila seluruh penduduk sudah
memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang

komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif,
preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif.
Kecukupan dan akses masyarakat terhadap Fasyankes
perlu menjadi perhatian.

5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian

khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria,
selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
(PD3I). Jurnlah kasus T\rberkulosis dengan BTA

terkonfirmasi positif pada tahun 2023. Sebanyak 985
kasus, dengan total kasus 4484. Kasus kumulatif HIV
pada tahun 2O23 sebanyak 174 kasus dengan 65 kasus
baru. Kasus malaria tahun 2O23 sebanyak 51 kasus.
Seluruh kasus malaria ditemukan di Rumah Sakit
Dustira. Pengendalian faktor risiko utarna untuk
menurunkan beban penyakit menular harus dipantau
melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara

rutin dan terkoordinasi.
Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko

penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi,

sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM)

seperti stroke, jantung dan diabetes. Untuk menanggulangi

masalah PTM perlu peningkatan upaya promotif dan preventif

melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat
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dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi

multisektoral.
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7. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat. Pemberdayaan masyarakat
adalah upaya peningkatkan pengetahuan,

kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta

masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan
yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses

pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan
partisipatif serta rnemperhatikan

kebr.rtuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 53,4o/o atau 62.632
dari LI7.276 sasaran, masih dibawah target yang

ditetapkan provinsi yaitu 6oyo. Permasalal.an dalam

penerap€rn RT ber PHBS adalah pada indikator tidak
merokok di dalam rumah. Perlu meningkatkan kampanye
GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan

dalarn pelaksanaan kebij akan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR).

G. Sistematika PenyaJlan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
menggambarkan pencapaian kinerj a Dinas Kesehatan Kota

Cimahi selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang,

landasan hukum, tugas dan fungsi, perrnasalahan

Lltama serta sistematika,
BAB II Perencanaan Kincrja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis

Dinas Kesehatan Kota Cimahi visi, misi, tujr,ran, dan

sasaran strategis, program utarna dan kegiatan, serta
penetapan dan rencana kinerja.

BAB III Akuntabilitas KinerJa

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengtrkuran

pencapaian kineq'a dan analisis akuntabilitas kinerja
serta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi
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Tahun 2023.
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

taf:lun2023
2. Membandingkan antara realisasi dan

capaian kinerjadengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan antara realisasi kine4'a dengan

targetRenstra
4. Menganalisis penyebab kerberhasilan/ kegagalan

atau peningkatan / penurunan kinerja
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya

BAB fV Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi serta
strategi pemecahan rnasalah.
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BAB II
PERTNCANAAN KINTR^'A

A. Rencana Strategle

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun
2023-2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan
program/kegiatan dan tolok ukur Penilaian Kineq'a

Pembangtrnan Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2023-2026,

dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

tahunan yaitu rencana keq'a Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas

Kesehatan berperan dalam mensukseskan pencapaian misi
Kepala daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Surnber Daya

Manusia yarrg Berkeprlbadian, Berakhlak Mulia, Cerdas,

Sehat dan Unggul dan Misi 2 yaitu Meningkatkan tata kelola
pemeriatahan. Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dan
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan yang

dijabarkan dengan masing-masing indikator sasaran/ indikator
Kinerja yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Indeks
Keluarga Sehat (IKS).

1.I(eterkaitan Renstra Dlrras l(esehatan dengan RPD

Perencanaan strategis Dinas kesehatan Kota Cimahi
yang tertuang pada dokumen Renstra Dinas Kota Cimahi tahun
2023-2026 memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPD Kota

Cimahi tahun 2023-2026, keterkaitan tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 6. Ketcrkaltan RPD Kota Clmahl dengan
Renstra Dlnas I(e3ehatan Kota Ci.mahl

Mfut RPD
TuJuaa

RPD
Saseraa

RPD
Indikator
TuJua!
Rcnstra
Dinkes

Indikator
Sasaran/

II(URenstta
Dlnkes

Mtst 1 :
Mewujudkan kualitas
kehidupan masyarakat
berakhlak mulia,
berbudaya, menerapkan
ilmu dan teknologi,
memiliki jejaring sosial,
produktif dan unggul

Meningkatkan
kualitas dal
daya saing
Sumber Daya
Manusia

Meningkatnya
Kualitas dan
Inovasi Pelayanan
Publik

Indeks
Reformasi
Birokrasi
(IRB)

Nilai Evaluasi
Reformasi
Birokrasi

Mlsl 2 :
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan

Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas kesehatan

Indeks
Kesehatan

Indeks Keluarga
Sehat (lKS)
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2. Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2023-2026
Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan Dinas

Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2023-2026, indikator sasaran

Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Nilai Evaluasi Reformasi

Birokrasi, lndeks Keluarga Sehat (IKS). Indikator trliuan dan
indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 7. Matrlk Rencana Stategls Perubahan
Dlnas l(esehatan I(ota Clnahl Tahw,o. 2023-20.26

Dalam mewr.rjudkan sasararl strategis dan mencapai
indikator sasaran, Dinas Kesehatan ditunjang oleh 5

progrzun yang saling berkaitan dengan masing-masing
indikator sasaran. Keterkaitan antara program yang
mendukr.rng capaian IKU dinas kesehatan dan indikator
kinerj a kepaladaerah dapat dilihat pada garnbar berikut :

NO
INDIXATO

TUJUAN
INDIKATOR

SASARAN/ IKU
I(OIfDI

SI
AWAL
2o.21

TARGBT TAHI'NAN

2023 202+ 202s 2026

Misi 1 :

Mewr-rjr.rdkan kualitas kehidupan rnasyarakat berakhlak mulia,
berbudaya, menerapkan ilmu dan teknologi, memiliki jejaring sosial,
produktif dan unggul
T\rjuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis : Meningkatnya a-ksesibilitas dan kualitas kesehatan

Indeks Kesehatan 83,40 43,42 83,43 83,45 43,46

1 Indeks Keluarga Sehat (IKS) o,2a o,2a o,32 o,36 o 4

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Indeks Reformast Birokrasi (IRB|
s9,22
(CC)

60,73
(B)

60,75(
B)

60,74
(B)

60,80
(B)

2 Nilai Evaluasi Reformasi
Birokrasi

24_aA 24,90 24,93 24,95 24,9a
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tndilaror
Klmrie

Anggarar Belatja 2023
np. 156.351 .859.289,-

B. Perjanjian Kinerja

Tabel 8. PerJaqJlan KincrJa Dfura! Nesehatar lfota Clnahl Tahun
20i23

Sementara anggaran belanja dalarn perj anjian kinerja tahun
2O23adalah sebagai berikut :

NO SASARAN
STRATBGIS

INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
kesehatan

Indeks Keluarga
Sehat (IKS)

Angka o,2a

2 Meningkatnya
Kualitas dan Inovasi
Pelayanan Publik

Nilai Evaluasi
Reformasi
Birokrasi

Angka 24,90

20

PenunjanS
Urusrn

(esehatan

Dan Upaya
K€sehatan

Nilai RB

24,90

Nllai IKS

0,28

Peningtatan
XapasiLrsFarmasi, Alat

oerajat

lndeks
Kesehatan

83,42

Meningkatkan
darajat

Kesehatan
Masyarakat

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun dalam rangka
rnewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan, akuntabel dal berorientasi pada hasil.
Perj anjian Kinery'a Dinas Kesehatan berisi sasaran

strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai
dalam tahrrn 2023. Perjanjian Kinerj a Dinas Kesehatan

Kota Cimahi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 9. Anggaran Belanja dalam PerjanJiaa l(inerJa Tahua 2o23

Anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan,

merupakan anggaran perrrbahan yang ditetapkan melalui
Perwal Nomor 16 Tahun 2023, selanjutnya pada btrlan
Desember tahun 2023 Terjadi penambahan anaggaran pada

Program Pernenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan

Upaya Kesehatan Masyarakat, sub kegiatan Pengelolaan

Jaminan KesehatanMasyarakat menjadi 43.272.747.679,-
Rupiah. Sehingga Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas
Kesehatan Kota Cirnahi Tahun 2023 Sebesar

156.351.859.289,- Rupiah, dengan Nomor penetapan

DPPA/B .2 / |.O2.O.OO.O.OO.O 1.OOOO/ OOt / 2023 per tanggal 5

Desember 2023.

NO PROGRAM ANGGARAN (Rpl

1 Prograrn Penr.nj ang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota

4L.727 .408.432,-

2 Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

68.7 82.1 13.608,-

3 Prograrn Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan

3t4.669.500,-

4 Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan Dan Makanan Minurnan

6L.7(J-3.950,-

5 Frogram Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan

346.589.200,-

TOTAL L5t.232.444.690
t

2t


